
 
 

KEPALA DESA KERTAMUKTI 

KABUPATEN SUMEDANG 

 
PERATURAN DESA KERTAMUKTI 

NOMOR 1 TAHUN 2023 
 

 

TENTANG 

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BAHAGIA 
 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA KERTAMUKTI, 

 
Menimbang   :   a.  bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi 

dan/atau pelayanan umum di Desa Kertamukti perlu 

dibentuk Badan Usaha Milik Desa BAHAGIA; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Desa; 

Mengingat     :    1.  Undang-Undang    Nomor    14    Tahun    1950    tentang 

Pembentukan      Daerah-Daerah      Kabupaten      Dalam 

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 

Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 

Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2.  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3.  Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014    tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5587); 

4.  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

5.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun

SALINAN 



2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor   43 Tahun 

2014  tentang  Pelaksanaan  Undang  Undang  Nomor  6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 tambahan Lembaran 

Negara Rebupblik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157); 

6.  Peraturan   Pemerintah   Republik   Indonesia   Nomor   11 

Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, 

Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor 

6623); 

7.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

111 Tahun 2014, tentang Teknis Penyusunan Peraturan 

Desa  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014 

Nomor 2091); 

8.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

113  Tahun  2014,  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa 

(Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor 

2093); 

9.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa 

(Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor 

2094); 

10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 

Berskala Lokal Desa (Berita Negara Repuplik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 158); 

11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Tatatertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan 

Musyawarah  Desa  (Berita  Negara  Republik  Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 159); 

12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, 

Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha  

Milik  Desa  (Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2015 

Nomor 296); 

13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi    Nomor 21 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 

(Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor 

1934); 

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Pendaftaran,  Pendataandan  Pemeringkatan,  Pembinaan 

dan  Pengembangan,  dan  Pengadaan  Barang  dan/atau 

Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa



Bersama  (Lembaran  Berita  Negara  Republik  Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 252). 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan   Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 

(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Sumedang  Tahun  2008 

Nomor 2); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 

2019  tentang  Badan  Permusyawatan  Desa  (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 13); 

17. Peraturan  Bupati  Sumedang  Nomor  76  Tahun  2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 76); 

18. Peraturan  Bupati  Sumedang  Nomor  129  Tahun  2019 

tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 129); 

19. Peraturan Desa Kertamukti Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  Tahun 

2020-2026   (Lembaran   Desa   Kertamukti   Tahun   2021 

Nomor 1); 

20. Peraturan Desa Kertamukti Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa 

Kertamukti Tahun 2021 Nomor 3); 

21. Peraturan   Desa   Kertamukti   Nomor   5   Tahun   2022 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 

Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kertamukti Tahun 2022 

Nomor 5). 
 

 

Dengan Kesepakatan Bersama 
 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTAMUKTI 
 

dan 
 

KEPALA DESA KERTAMUKTI 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan    :   PERATURAN  DESA  TENTANG  PENDIRIAN  BADAN  USAHA 

MILIK DESA BAHAGIA. 
 
 

BAB I KETENTUAN 

UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan: 
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan  

pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan



prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

2. Pemerintahan  Desa  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain,  yang 

selanjutnya disebut   BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa 

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

5. Musyawarah  Desa  adalah  musyawarah  antara  Badan  Permusyawaratan 

Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh 

Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal  yang bersifat 

teknis. 

6. Peraturan  di  Desa  adalah  Peraturan  yang  meliputi  Peraturan  Desa, 

Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. 

7. Peraturan Desa  adalah  Peraturan  Perundang-undangan  yang ditetapkan 

oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 

8. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa 

dan bersifat mengatur. 

9. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, 

dan final. 

10. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes adalah usaha 

desa  yang  dibentuk/didirikan  oleh  pemerintah  desa  yang  kepemilikan 

modal   dan   pengelolaannya   dilakukan   oleh   pemerintah   desa   dan 

masyarakat. 

11. Usaha   BUM   Desa   adalah   kegiatan   di   bidang   ekonomi   dan/atau 

pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa. 

12. Unit  Usaha  BUM  Desa  adalah  badan  usaha  milik  BUM  Desa  yang 

melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum 

berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa. 

13. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penyertaan modal. 

14. Modal Desa adalah kekayaan desa yang berwujud uang maupun barang. 
 

 
 

BAB II 

PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA 
 

 
Bagian Kesatu 

Pendirian BUM Desa 
 

Pasal 2 
 

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi 

dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis 

usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa 

Kertamukti mendirikan BUM Desa BAHAGIA.



Bagian Kedua 
Pengesahan Anggaran Dasar 

 

Pasal 3 
 

Mengesahkan  Anggaran  Dasar  BUM  Desa  BAHAGIA  sebagaimana  terlampir 
dalam Peraturan Desa ini. 

 
 

BAB III KETENTUAN 

PENUTUP 

 
Pasal 4 

 

 

1)  Peraturan Desa Kertamukti Nomor 6  Tahun 2016 tentang Badan Usaha 

Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa BAHAGIA, dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

2)  Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa BAHAGIA yang disahkan oleh 

kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling 

lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku. 

3) Susunan kepengurusan BUM Desa BAHAGIA yang masih berjalan, 

disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini. 

 
Pasal 4 

 

 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

 

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan 

Desa ini  dengan  penempatannya dalam Lembaran  Desa  Kertamukti. 
 
 

 

Ditetapkan di Kertamukti 

pada tanggal 2 Januari 2023 

KEPALA DESA KERTAMUKTI, 
 

 
 Ttd 
 
 

AGUS BUDI 
 
 
 

Diundangkan di Kertamukti 

pada tanggal 2 Januari 2023 

SEKRETARIS DESA KERTAMUKTI, 
 

 
 
 
 

AYEP ROSIDIN 

LEMBARAN DESA KERTAMUKTI TAHUN 2023 NOMOR 1 


